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PANJA tindaklanjut temuan BPK soal asetyang dibentuk — paripurna, bisa jadi karena 4
DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng bekerja cukup serius. Malah ~ pengaturan jadwal sidang,
rekomendasi yang disusun lebih garang’ darirekomendagi-  Bisa juga karena ada kepent:
rekomendasiyang selama ini iterbitkan Deprov. Namunre ~ ingan politk i gedung putih
Komendasi it kini terancam idak berart] karena Deprovtak ~ Seberang Kantor Gubernur. &
kunjung menggelar paripurna dan menetapkannya sebagai Hanya pimpinan dan ang:

keputusan lembago.

(Oleh: TEMU SUTRISNO

Ketua Panja Irwanto Lubis, - hingga menunggu paripurna, dilakukan
yang dihubungi Mercusuar - melebihi batas enampuluh Deprov atas
(Selasa, 26/3) mengungkap-  hari kerja“sebagaimana ke-  temuanBPK
Kan rekomendasi telah selesai. tentuan peraturan perundang- yangmeng-
Saat ini tinggal menunggu di- undangan, indikasi-
paripurnakan. Wlhasi Panja  Belum ditetapkannya re- kan pe- |
yang telah bekerja dari awal komendasi Panja dalam langgaran

Rekomendasi Panja Aset Apa,

| dagrah,

gota Deprov yang
bisa menjawab ini.
Rakyat Sulteng
kini menunggu, +
apa yang akan

peraturan
dum dan me
rugikan
- keuangan

Hasil
ker-

/4

ja Panja aset Deprov Sulteng
diantaranya mendorong
BPK RI Perwakilan Sulteng
segera melakukan audit in-
vestigatif terhadap mekan-
isme penghapusan (dum) aset
milik Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Sulteng, Panjajuga
merekomendasikan agar kasus
dum aset dibawa ke ranah hu-
kum, jika ditemukan indikasi
perbuatan melawan hukum
dalam investigas selanjutnya.

Menurut [rwanto Lubis, re-

" Komendasi Panja yang akan

dibawake paripurnanantinya,

Baca PANJA di hal1
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Deprov Tak Kunjung Menggelar Paripurna

CHPANIA 5o st s ierss fssrsestinsde s froTm e i oot iy oL PP e ooy e s ot b Fomarie sk e ose e bR s e e s sambungan dari hal. 1

melahirkan 12 poin terhadap item-item
yang dianggap bermasalah dalam proses
penghapusan milik Pemprov. Salah
satunya, pada permasalahan penjuaian
kendaraan dinas (Randis) dinilai belum
memenuhi persyaratan dari sisi uniar
kendaraan dan dibawah harga pasar yang
wajar, terutama terhadap penghapusan
enam Ra:is.

Pun dengan proses penghapusan/
penjualan 18.lokasi yang dibagi menjadi
63 unit/kavling. Karena Panja menilai,
proses penjualannya menggunakan
metode perhitungan penjualan rumah dinas
golongan IIl. Untuk itu, Gubernur Sulteng
diminta meninjau kembali keputusan
penghapusan/penjualan Randis dan18
lahan kosong yang terbit pada 2010 dan
2011 itu. “Ini upaya optimalisasi penerimaan
caerah dari penjualan barang mili daerah,
khususnya pada penghapusan 502 Randis”
ujar Poiitisi PKPB Sulteng ini.

Panja kata Irwanto, juga melihat lahan
milik Pemprov agar segera diamankan oieh
Gubernur dengaii mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negri (Permendagri) Nomor
17 Tahun 2907 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
dan Perda Provinsi Sulteng Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Aset Daerah.

Selain itu, Gubernur diminta segera
memerintahkan kepada satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) untuk melaporkan
penetapan status dan penggunaan barang
milik daerah yang berada di unit satuan
kerjanya masing-masing. Hal yang sama
bagi pengguna barang untuk melakukan
pengamanan fisik dan administrasi barang
milik daerah yang menjadi tanggung
jawabnya serta melaporkan kerugian
daerah yang terjadi atas kehilangan aset
tersebut untuk penyelesaian kerugiannya.
“Dan, kepada BPK RI Perwakilan Sulteng
melakukan pendalaman secara khusus
terhadap indikasi kerugian daerah,”
tegasnya.

Irwantn menamhahkap sekaitan

pemaniaatan tanah dan bangunan oleh
pihak ketiga, agar segera ditindaklanjuti
dengar. membuat perjanjian sehingga
memiliki kekuatan hukum. Khusus untuk

tanah yang dikuasai Pertamina dan telah .

menmiliki hak guna bangunan dan hak
pakai, agar Pemprov Sulteng membuat
perjanjian kerjasama dengan mengacu
perundang-undangan yang berlaku. “Agar
Gubernur segera menindaklanjuti hasil kerja
Panja yang direkomendasikan selambat-
lambatnya 90 hari,” ujar Irwanto.

BPK Perwakilan Sulteng menerukan
banyak aset daerah yang dikuasai pegawai
maupun pensiunan. Hasil pemeriksaan
barang investaris daerah yang dilakukan
BPK, setidaknya diketahui aset tersebut
bernilai Rp1,68 miliar. Aset Pemprov terse
but berupa mobil, motor, notebook, kamera,
L.CD Provektor dan Ipad. Modusnya,
pegawai yang sudah dimutasi ke satuan
kerja lain, tidak mengembalikan barang-
harang tersebut dan membawanya ke
satuan kerja yang baru.

Selain aset tersebut, ada beberapa
inventaris yang juga dikuasai pegawai
yang tugas belajar dan keluarga pegawai
yang telah meninggal. BPK menemukan
setidaknya ada 62 unit barang inventaris
minimal senilai Rp621,9 juta tidak berada
di satuan kerja, karena dibawa pegawai
tugas belajar atau keluarga pegawai yang
meninggal dunia.

Hal tersebut menurut BPK bertentangan
dengan Perda Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Akibatnya, terjadi potensi kerugian daerah
setidaknya pada barang milik daerah
yang dikuasai dan digunakan keluarga
pegawai,pensiunan dan pegawai yang.
tugas belajar sebesar Rp621,9 juta.

Diantara temuan BPK iainnya soal aset,
penghapusan 508 unit kendaraan dinas
operasional tidak sesuai ketentuan. Selain
itu BPK juga menemukan pengamanan
tanah dan peralatan kantor yang berpotensi
merugikan daerah.

Temuan lairnya yang tak kalah menarik,
penjualan rumah dinas tidak memenuhi
persyaratan adninistrasi dan ketentuan
teknis yarg diatur dalam peraturan
perundang-undangan sehingga terindikasi
merugikan daerah.

Berdasarkan temuan BPK, sefidaknya
telah 317 mimah c'inas dijual dalam wak tu
satu tahun. Proses penjualan atau peng
hapusan dikstahui tidak melalui kajian dan
penaksiran yang mendalam dari pejahat

“yang ditunjuk. Temuan lainnva, 69 orang
PNS atau pensiunan yarg membeli rumah
dinas diketahui tanpa melalui permohonan,
masa kerja dibawah 10 tahur dang anti rugi
ditetapkan tidak berdasarkan NJOP.

Sehingga terjadi selisih harga dari
NJOP atau harga umum disekitar rumah
dinas sekira Rp1,602 miliar. BPK juga
menemukan, €3 unit rumak vang dijual
merupakan iahan kosong yang tidak
pernah dibangus rumali diaiasnya. Lahan
kosony tersebut dihargai dengan standar
rumah dinas golongan Il dengan harga
keseluruhan Rp747,38 juia.

Metode perhitungan penjualan rumah
dinas golongan Ill, tidak tepat diaplikasikan
untuk tanah kosong. Sehingga ditemukan

~selisih harga antara nilai jual dengan harga
yang seharusnya sekira Rp5,08 miliar.
Berdasarkan penilaian BPK, mengacu
pada NJOP, tanah tersebut seharusnya
dihargai Rp5,827 miliar.

Meski tim penaksir tidak bekerja
sebagaimana ketentuar. dan terindikasi
merugikan daerah, anehnya Pemprov
Sulteng tetap mengucurkan honor Rp150
juta dengan perician Rp70 juta pada tahun
2010 dan Rp80 juta pada tahun 2011.
Bukan hanya penjuafan rumah dinas dan
tanah yanig merugikan daerah.

Selama 2010-2011, juga dilakukan
penjualan kendaraan dinas (Randis).
Penjualan atau dum aset Pemprov
Sulteng berupa Randis selama satu tahun,
berpotensi merugikan daerah sebesar
Rp4,54 miliar. ***
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